WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN WALIKOTAJAYAPURA
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG
PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIFTERHADAP DENDA PAJAK BUMI
DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA MASYARAKAT
KOTAJAYAPURA DALAMRANGKAHARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE-77

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAJAYAPURA,

Menimbang L a. bahwa dalam memperingati Hari Ulang Tahun

Kemerdekaan Republik  Indonesia  Ke-77, Pemerintah
Daerah memberikan  penghapusan sanksi  administratif
denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

b. bahwa dalam pemberian penghapusan sanksi administratif
denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dimaksudkan untuk  mengurangi  beban biaya hidup
masyrakat;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota  tentang Penghapusan sanksi administratif
terhadap denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan  kepada masyarakat dalam rangka Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77;
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Mengingat

Pasal 18 Ayat(6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran = Negara Republik  Indonesia
Nomor 2507);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3533);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa
kali trakhir dengan Undang-Undang Nomor2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor6573;

Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6757),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
178);

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(LembaranDaerah Tahun 2011 Nomor38),

Peraturan WalikotaJayapura Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan
dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Tahun 2014 Nomor109).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKS!

ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA
MASYARAKAT KOTA JAYAPURA DALAM RANGKA

HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN  REPUBLIK
INDONESIA KE-77.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan

1.
2.

Daerah adalah Kota Jayapura.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Jayapura.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

BABII
MAKSUDDANTUJUAN
Pasal 2

(I) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan penghapusan
sanksi administratif denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan

Republik Indonesia ke-77.



(2) Peraturan Walikota Inl bertuyjuan untuk memberikan keringanan

pembayaran beban masyarakat di Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah memberikan Penghapusan sanksi administratif
terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bagi masyarakat di Daerah.

(2) Penghapusan sanksi administratif terhadap denda Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dimulai dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2022.
Pasal 4

Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif terhadap denda Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 berlaku mulai tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan
tanggal 31 Oktober 2022.

Pasal 5

Kepala Badan melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan
melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif terhadap
denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada

Walikota.



BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Jayapura.

Ditetapkan di Kota Jayapura

Pada Tanggal 18 Agustus 2022

PENJABAT WALIKOTAJAYAPURA
TTD

FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTAJAYAPURA,
TTD
Dr. FRANS PEKEY, M.Si
PEMBINA UTAMAMADYA
NIP. 196706161994031015

BERITA DAERAH KOTAJAYAPURATAHUN 2022 NOMOR 394

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

———SDAERAH KOTAJAYAPURA
GIAN HUKUM,
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